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SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal
89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik, dalam rangka melaksanakan Perizinan
Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  perlu
menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);
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11.
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Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN
KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau

komitmen.
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Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat
OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha
melakukan Pendaftaran dan wuntuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial atau  operasional dengan  memenuhi
persyaratan dan/atau komitmen.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya
disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang
digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan dan
pengusahaan perizinan sektor perhubungan bidang
darat.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan

pendaftaran.
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Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.

Direktorat Jenderal adalah  Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II
JENIS PERIZINAN

Pasal 2
Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat terdiri
atas:
a. Izin Usaha; dan
b. Izin Komersial atau Operasional.
Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
b. izin penyelenggaraan angkutan orang;
c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan
d. izin usaha angkutan sungai dan danau.
Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan
bermotor;
b. tanda daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat

Perlengkapan Jalan;

c. sertifikat uji tipe (SUT);

d. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);

e. sertifikasi bengkel BBG;

f. sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor;

pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan

bermotor;
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(4)

(1)

(2)

(1)

sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor;

o

h. sertifikasi standar pelayanan minimal (SPM) angkutan
penyeberangan  lintas antarprovinsi = dan/atau
antarnegara; dan

i. sertifikasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu
lintas.

Perizinan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui:

a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan
yang sudah terintegrasi dengan Online Single
Submission (OSS);

b. mengisi webform dalam hal perizinan belum memiliki
sistem aplikasi; atau

c. pengajuan permohonan secara manual kepada
Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal ketentuan
sebagaimana maksud dalam huruf a atau huruf b

belum dapat dilaksanakan.

Pasal 3
Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
terdiri atas:
a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
b. izin penyelenggaraan angkutan orang;
c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan
d. izin usaha angkutan sungai dan danau.
Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. izin usaha angkutan orang dalam trayek;
b. izin usaha angkutan tidak dalam trayek; dan

c. izin trayek/operasi angkutan umum.
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Izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NSPK tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c,

terdiri atas:

a. izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan
(pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara);

b. izin pembangunan  pelabuhan  Penyeberangan
(pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara);
dan

c. izin  pengoperasian pelabuhan  Penyeberangan
(pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara).

Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan mengacu

pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diajukan
kepada:
a. Bupati/Wali Kota, sesuai dengan domisili
perusahaan; atau
b. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk
pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
Izin usaha angkutan sungai dan danau mengacu pada
NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB III
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

Pasal 7
(1) OSS sektor perhubungan di bidang darat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaannya harus
mengacu kepada Standard Operating Procedure (SOP)
perizinan berusaha dengan sistem OSS.
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Direktorat Jenderal dan ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
BIAYA PERIZINAN

Pasal 8
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
dikenakan biaya perizinan.
(2) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan ketentuan sesuai dengan NSPK, yaitu:
a. sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan
untuk izin yang diberikan oleh Menteri; dan/atau
b. sebagai penerimaan Pemerintah Daerah sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan
untuk izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib dibayarkan sebelum Izin Usaha atau
Komersial/Operasional Sektor Perhubungan di bidang

darat diterbitkan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9
(1) Direktorat Jenderal melalui Direktorat Teknis dan Unit
Pelaksana Teknis di bidang darat bertanggung jawab

untuk:
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a. melaksanakan pengawasan pemenuhan komitmen
Izin Usaha oleh pelaku usaha;

b. melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan
standar dan kriteria penerbitan sertifikasi, lisensi
dan/atau pendaftaran;

c. menyampaikan rekomendasi Izin Usaha ke sistem
OSS guna penerbitan izin;

d. menyampaikan notifikasi kepada sistem OSS
terhadap Izin Komersial atau Operasional yang telah
diterbitkan; dan/atau

e. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha dan
Izin Komersial atau Operasional oleh Pelaku Usaha.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e,

mengacu pada rencana aksi implementasi pengawasan

yang telah disusun oleh Direktorat Teknis dan Unit

Pelaksana Teknis di Bidang Darat.

Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

a. mekanisme dan tata cara pengawasan,;

b. penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana;

c. periode waktu; dan

d. parameter keberhasilan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan/atau

inspeksi.

Pasal 10
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, yang dalam pelaksanaannya ditemukan
ketidaksanggupan pelaku wusaha atas pemenuhan
komitmen dan/atau pelanggaran atas pemenuhan
kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam pelaksaan izin yang diberikan

dikenakan sanksi.
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(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Direktur Jenderal harus menyampaikan usulan
dan/atau pemberitahuan kepada Lembaga OSS untuk

mencabut NIB pelaku usaha.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11
Dalam hal terdapat hambatan dalam mengakses sistem OSS
yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan
permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional
maka permohonan dapat disampaikan kepada Menteri c.q.
Direktur Jenderal dengan menyampaikan permohonan izin

secara tertulis dengan disertai bukti hambatan dimaksud.

Pasal 12
OSS Sektor Perhubungan di Bidang Darat pelaksanaanya
mengacu pada Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
peraturan mengenai norma, standar, kriteria, dan
prosedur yang mengatur perizinan berusaha sektor
perhubungan di bidang darat, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri
ini.

(2) Norma, standar, kriteria, dan prosedur untuk izin

komersial/izin operasional di bidang Darat dalam bentuk
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standar/rekomendasi/pendaftaran/sertifikasi/penetapan

mengacu pada Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 14
Terhadap pemohon yang telah mengajukan permohonan izin
sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap
diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan terhadap izin yang telah diterbitkan tetap

berlaku selama berlaku izin tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 88 TAHUN 2018

TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

IZIN USAHA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

FERIZINAN FEJABAT
moxvsans | mos | vans | oo | wasa o | EEEEE | oy masa
YANG et | MENANDA FERSYARATAN Frosedur
DILAKSANAKAN | muammm | Tawcans | FROSES | BERLAKD =pd DAN HOMITMEN
MELALUI 085*+ 1ZIN EVALUAST
=n Lembagn | Repak T ltujub) | Tetap @ Persyaratan Hadan Usaha, B Total 1 [satu) | Dircktorat Permenhub
penyelenggamaan | 0SS Lembaga hari kerjn | beriaks dengan ketentuan memiliki Tahun Prasarana tersendisi
Pelabuhan 0SS atas selama Komar Induk Berusaha (NIB) Perhubungan
Sungni dan nama perusahaan b Izin usaha Darat
Danau Menteri masih b. Syarat Kelenghkapan Kepelabuhanan sesuai 0S8
Perhubung menyelengg Administrasi: dar
a iin Penetapan an arakan Kesclamatan  [b. Verifikasi
Lokasi usaha telah terdaftar dalam sistem Pelayaran; dan administrasi
Felabuhan Pelabuhan 055 dan memiliki NIB dengan setelah
Sungai Sungnidan | Akta Perusahasn yang didirikan b struktural diserabikan
Danaw; dan Danau khusus di bidang Pelabuhan sesuai dengan|
sungai dan danau. komitmen /ch
b. iEn ecklist paling
Fembangunan c. Syarat Administrasi lainnya : lama 2 {dua]
Pelabuhan hari kerja
Sungai dan } Bukti penguasaan hak atas
Danau tanah berupa sertifikat dan Verifikasi
{pelayanan surat pernyataan bahwa tanah elhnis
antar provinsi tidak dalam sengleta; dilakukan
dan lintas b} Dokumen Rencana Tata Ruang dengan Cek
batas negara); Wilayah yang ditetapkan untuk dokumen
dacrah tempad teknis dan
PERIZINAN PEJABAT
JEIMARN YANG XANG WAKTU MASA BIAYA mm:a MARES BARA
YANG i | A | el | PERSYARATAN Rp.) Prosedur
DILAKSANAKAN | muawmn | TA-NGANI e DAN KOMITMEN
MELALUI 0S8+ 1zZin EVALUASI
. @n sungai dan danau berada; kunjungan
Pengoperasian b) SK Penctapan Trayek yang Iapangan 10
Pelabuhan diettaplan oleh Dirjen Hubdat hari kerja
Sungai dan }) Dokumen rencana umum (dilaksanakan|
Danau jaringan transportasi jalan setelah semua|
(pelayanan ) Surat Permohonan bermaterai persyaratan
antar provinsi yang didalamnya terdapat administrasi
dan lintas pernyataan kebenaran dan lengkap)
batas negara) keabsahan dokumen dan data;
K. Pelaporan 1
f Persyaratan Teknis hari kerja

1) Kesesuaian dengan RTRW
Pemerintah Dacrah setempat
(Kabupaten/ Kotamadya dan
Provinsi

2) Kesesuaian dengan RIPN;

3) Studi Kelayakan yang
memuat pertimbangan

a) aspek teknis
(mempertimbangkan
kondisi geografi, perairan,
topografi, bathimetri dan
geoteknik);

bj aspek ekonomis dan
finansial;

4) Peta lokasi dan titik
koordinat grografi dari areal
yang akan ditetapkan
sebagai pelabuhan sungai
dan danau yang dilengkapi
dengan nama lokasi
pelabuhan dan letak wilayah
administrasi pelabuhan:

5) Masterplan/Rencana Induk
Pelabuhan;

6) Kajian teknis prakiran
permintaan jasa angkutan
sungai dan danau serta
prakiraan kebutuhan
fasilitas pelabuhan;

7) Pentahapan walktu

www.peraturan.go.id
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FERIZINAN FEJABAT
EERUSARA ranG rana WAKTU MASA BIAYA = ATy masa
MELAKUEAN
wo YANG R || || B || e FERSYARATAN ®Rp.) Frosedur

MELALUT 085 1ZI% b EVALUASI
prlaksanaan pembangunan
dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB):

8) Kajian terhadap Dampak
Lalu Lintas yang akan
ditimbulkan dari
pembangunan pelabuhan
sungai dan danau, yang
tertuang dalam Dokumen
Andalafin

9) Pemenuhan standar
lingkungan dasi lembaga
yang berwenang dibidang
linghungan hidup berupa
Surat Izin Lingkungan;

10} Gambar teknis beserta
dokumen spesifikasi teknis;

Hasil kajin terhadap batas-

batas DLKr dan DLKp

pelabuhan sungai dan
danau;

12) Petn yang dilengleapi dengan
batas-batas DLKr dan DLKp
pelabuban sungai dan

danau;

13) Hasil studi keselamatan
pelayaran mengenai rencans
penempatan SENP, Alur
Pelayaran dan Kolam
Pelabuhan;

14) Salinan dokumen kontrak
pelaksanaan pembangunan

15) Berita acara selesainya
pekerjaan pembangunan

16) Dokumentasi sebagai bukti
ketersediaan fsilitas untuk
menjamin kelancaran
pelayanan pelabuihan sungsi
dan danau;

17) Berita Acara Uji Coba

Sandar Kapal

Bukti

18)
PERIZINAN PEJABAT
BERUSAHA EMBAGA YANG RTANG X TR WAKTU MASA
no vANG | i | AR A AN PERSYARATAN .::;\ SOELARRCAN Prosedur
DILAKSANAKAN | muanmmw | TA-NGANI ot DAN KOMITMEN
MELALUI OS8** 1ZIN EVALUASIL
Pelaksana kegiatan
pelabuhan sungai dan
danau (SDM) yang
dinyatakan dengan SK
pembentukan dan Struktur
Organisasi pelaksana serta
sestifikasi kompetensi terkait
kepelabuhanan dan
keselamatan pelayaran;
19) Dokumentasi ketersediaan
jalan akses pelabuhan
sungai dansu
Z [=n Kementer o Direkiur | 7 (tyuh) | &5n 3 Persyaratan Badan Usaha, = mn = Personil yang Total checkliat ] Direktur Peraturan
Penyelenggaraan | ian Jenderal | hari kerja | penyelengg | dengan ketentuan memitiki Penyeleng | memiliki keahlian| fenam) bulan | Anglutan dan | Menters
Angkutan Orang | Perhubu Perhubun arman Nomar Induk Berusaha (1 garaan di bidang adminstrasi 7 Multimoda Perhubunga
terdirs atas ngan gan Darat angkutan Angkutan |  Angkutan Orang | (tujub) hasi n Nomor PM
untuk dalam b. Efektif sctelah PNBP di Orang keria e 23 Tahun
a izin wilayah trayek bayarkan. Dalam  |b. struktural SR 2018 tentang
3 rasiny berlaku i Trayek terhadapizin | joopnan
Angkutan an antarkota dalam c. Izin Baru penyelenggran | perizinan
Orang Dalam antarprovi jangka 1) lzin trayek] {‘h"“‘jk'" rsi | Angiutan
Trayek waktu 1) Persyaratan Administrasi lintas ik MPEkst | Secara
) Lainnya batas dan audit Online
a. Surat negara setiap 2 (dua) | pirepeorar
Keputus Ja) Surat keterangan domisili yang sesuai tahu; Jenderal
an dikeluarkan olch pejabat dengan P Perhubunga
b berlaku berwenang penanjian 4 n Darat
sepanjan |b) Sumat pernyataan kesanggupan antar PETUpNMN
g pelaku untuk memenuhi sefuruh negara Rp - d"""“‘."“l‘;
usaha kewajiban sebagai pemegang izin | 5.000.000 Secusa ,""‘“X
masih penyelenggaraan Angkutan Orang|  per izin; PR
menjalan |  dengan Kendarsan Bermotor {atu) tahan
4 kan Umum Dalam Trayek, 2) Izin trayek] Mckall clesigyn
Tangerang usahany bermaterai, dan ditandatangani antar Melakulan
, Bekasi a; pimpinan perusahaan kabupaten st et
Habodeta c) Surat pernyataan kesanggupan| /kota dan h" "“‘":*'
bek) b. Kartu memiliki dan/atau bekerjasama anglutan BT —
pengawa |  dengan pihak lain yang mampu perkotaan
menyediakan fasilitas vang
c
bermotor, bermeterai, dan i wilayah
ditandatangani pimpinan satu
operasinyd perusahaan provinsi
41 Surat antara pemilik Bp

www.peraturan.go.id
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PERIZINAN PEJABAT
JEIMARN e | [ Yano wAKTU | masa o || e MARES BARA
YANG e | Mo | R || SRS PERSYARATAN ==y Prosedur
DILAKSANAKAN | meawtzn | TA-NGANI DAN KOMITMEN
MELALUI 0S8 1z L e EVALUAST
TT fmatu) B Yendaraan atau anggota koperasi| 5,000,000
daerah Menteri dengan Perusahaan Angkutan per izin;
Kabupate tersendir | Umum yang berbentuk badan
n/ § fukum Koperasi; 3) Izin trayek
Kata podesaan
dalam 1 ) Surat persetujuan yang
{satu) penyelenggaran angkutan orang | melewati
dae: dalam trayek; wilayah
Provinsi f) Surat rekomendasi dari satu
Gubernur Salinan STNK; provinsi
5 Salinan SRUT (untuk kendaraan | Rp
d. Bupati/W 1) 1.000.000
alikota b) Salinan bukti ulus uji berkala per izin.
yang {untuk kendaraan bukan baru
wilayah ) Foto kendarsan yang akan dibers
operasinyd izin
berada
dalam 2) Persyaratan Teknis: b. Penerbitan|
daerah Kartu
Kabupate ) Memiliki dan/atau menguasai Pengawasa|
o/ tempat penyimpanan kendaraan | n
Kota. yang memenuhi persyaratan
teknis dan mampu menampung | 1) Bus/
sesuai jumizh kendarann yang Kendaraa
dimilild dan dibuktikan dengan n
surat dari
Dacrah setempat yang g dengan
menyatakan husnya mampu kapasitas
menyimpan kendaraan sesuni 9 orang
dengan jumiah kendaraan yang |  selain
dimiliki; taksi Rp.
b) Kesesuaian dengan perencanaan 100.000
kebutuhan kendaraan (kuota) per kartu:
yang ditetapkan oleh Ditien
Hubdat 2) Bus/
) Meniytsars Resicina bisais Kendaraa
{business plan) Perusahaan n
Angicutan Umum yang penumpar]
dituangian dalam bentulk g dengan
dokumen knpasitas
d) Menyiapkan dokumen Sistem 10s4d 16
Manajemen Kesclamatan paling |  arang Rp.
lama 3 (tiga) bulan sejak izin 150.000
angkutan orang| _per kartu:
PERIZINAN PEJABAT
JEIMARN Yaxc XANG wAKTU | masa BIAYA Ak MARES BARA
YANG e | Mo | R || SRS PERSYARATAN ==y Prosedur
DILAKSANAKAN | ‘meantzn | TA-NGANI DAN KOMITMEN
MELALUI 0S8 1z L e EVALUAST
Tiberikan
3) Bus/
Kendaraa
n
@ Pembaruan Masa Berlake 1n penumpar]
g dengan
1) Surat permohonan pembahruan | kapasitas
masa berlaku izin; 17sd 24
2) Salinan Surat Keputusan kin arang Rp.
Penyelenggaraan Angkutan 200.000
Dalam Trayek; per lartu
3} Salinan STNK yang masih
berlaku; 4) Bus
4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala |  penumpar]
yang masih berlaku; gdengan
5) Laporan Pelayanan Angkutan kapasitas
Orang Dalam Trayek: >24 orang
6] Dokumen Sistem Manajemen Rp.250.00
Keselamatan Oper
Kartu

. Pembaruan Masa Berlak Kartu
Pengawasan

1) Surat permohonan pembahruan
masa berlaku kartu pengawasan:

2) Salinan Surat Keputusan lzin
Penyelenggaraan angkutan Tidak
Dalam Trayek;

3) Salinan STNK yang masih
berlalas;

4) Salinan Bukti Lulus Uji Berkala
yang masih berlaku;

T. Penambahan Kendaran

1) Surat permohonan penambahan
kendaraan;

2) Salinan Surat Keputusan lzin
Penyelenggaraan angkutan Tidak
Dalam Trayek;

3} Laporan Pelayanan ANgkutan
Orang Tidak Dalam Trayek;

4) Surat persetujuan penambahan
kendaraan angkutan arang tidak
dalam travek-

www.peraturan.go.id
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FERIZINAN
EERUSAHA

MERCELTA

WAKTT
PROSES

BERLAKU

FERSYARATAN

BIAYA
[Rp.]

PEJABAT YANG
MELAKUKAN

WARTU

PERSYARATAN

EVALUAST

HOMITMEN

Prosedur

5] Surat rkomendasi dari
Gubernur

6] Salinan STNK;

7) Salinan SRUT [un!

kendaraan

bar
B Salinan bukti lulus uji berkala
funtuk kendaraan bukan ba
9) Foto kendaraan yang akan
izin

& Penggantian Dokumen Perimnan
yang Hilang dan Rusak

1) Surat permohanan penggantian
; ng hilang atau rusak:|
2) Salinan Surat Keputusan lzin
Penyelenggamman Angk
Dalam Trayek;

ang dan bukti
hadap dakumen
ng di media massa:
ti dakumen

h. Perubahan ldentitas Perusahaan

rmahanan perubahan

identitas perusahaan;

Akta perubahan badan Hulum
yang telah mendapatkan
pengesahan dari Mentesi Huloum
dan HAM;

3) Salinan surat ke
penyelenggaman angkutan dalam|
trayek:

4) Surat keterangan domisdli yang
dikehinrkan aleh instansi yang

rwenar

kesanggupanmemenuhi
kewajiban schagei pemegang izin

YANG

PEJABAT
YANG

TA-NGANI

PERSYARATAN

BIAYA
(Rp.)

PEJABAT YANG

WAKTU

PERSYARATAN

EVALUASI

KOMITMEN

penyclenggaraan angkutan dakam|

6] Salinan STNK

7) Salin ti Julus uji yang
masih berlaka

8) Foto kendaraan yang akan diberi
izin

Penggantion] Peremajaan
Kendaraan

1) Surat permohonan
penggantian/ peremajsan
kendaraan;

2) Salinan Surat Keputusan izin

garann anghkutan dalam)

g masih

ji yang

masih berlaku funtuk kendaraan
bukan baru);

5) Salinan SRUT untuk kendarsan
banu

6} Kartu Pengawasan kendaraan

ang diganti

7) Foto kendaraan yang akan diberi

izin

T Pembukasn Cabang Perusahasn

1} Surat permohonan pembukaan

pendirian danatau
perubahan terakhi

3) Bukti pe an sebagni badan
hukum dari Kemenkum Ham:

4) Surat keterangan domisili yang
dikeluarkan oleh pejabat
berwenang

kewsjiban sebagai
peavel
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PERIZINAN PEJABAT
e YANG i WAKTU MASA BIAYA m-mln pes R
YANG sssomoa | MERANDA | Cooony | ppevany PERSYARATAN (Rp.) Prosedur
DILAKSANAKAN | mcaw maw TA-NGANT PERSYARATAN DAN KOMITMEN
MELALUI OS8** N EVALUASI
dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek,
bermaterai, dan ditandatangani
pimpinan perusahaan:
6) Surat pemyataan  kesanggupan
memiliki dan /atau bekesjasama
dengan pihak lain yang mampu
menyediakan fasilitas
pemelibaraan kendaraan
bermotor, bermeterai, dan
ditandatangani pimpinan
perusahaan;
7) Surat pesjanjian antara pemilik
kendaraan atau anggota koperasi
dengan Perusahaan Angkutan
Umum yang berbentuk badan
hukum Koperasi;
8} Memiliki dan/atau menguasai
tempat penyimpanan kendaraan
yang memenuhi persyaratan
teknis dan mampu menampung
sesuai jumlah kendarsan yang
dimilild dan dibuktikan dengan
surat keterangan dari Pemerintah|
Daerah setempat yang
menyatakan lasaya mampu
menyimpan kendaraan sesuai
dengan jumiah kendaraan yang
dimiliki; dan
9) Rencana bisnis (business plan)
Perusahaan Angkutan Umum
yang dituangkan dalam bentuk
dokumen.
PERIZINAN PEJABAT
e YANG i WAKTU MASA BIAYA m-mln pes R
YANG sssomoa | MERANDA | Cooony | ppevany PERSYARATAN (Rp.) Prosedur
DILAKSANAKAN | mcaw maw TA-NGANT PERSYARATAN DAN KOMITMEN
MELALUI OS8** 1ZIN EVALUASI
b. lzn Kementer |a. Direktur | 7 (tujuh) | lzin 2. Persyaratan Badan Usaha, a lan . Personil yang 7 (tujuh) han | Total checklist 6] Direktur
Penyelenggara | ian Jenderal | hari kerja | penyelengg |  dengan ketentuan memiliki Penyeleng | memiliki keahlian| kerja fenam) bulan | Angkutan dan
Angkutan Perhubu Perhubun arsan Nomor Induk Berusaha (NIB) garaan di bidang Multimoda
Orang Tidak | ngan gan Darat angkutan Angkutan |  Angkutan Orang
Dalam Trayek tidak b. Efektif sctelah PNBP di Orang o~
b. Kepala dalam 1y Tidak b. struktural DpEa—.
Badan trayek Dalam '"’“‘}-‘P izin
untuk berlaku Trayek P':_-:J:‘“W‘”
wilayah dalam c. Izin Baru N S
Jakarta, Jangka 1) lzin bentuk inpelai
Hogor, waktu Persyaratan Administrasi lain anglutan s
Depok a2, setiap 2 fdua)
Tangerang a. Surat 1)Surat pernyataan  kesanggupan | tujuan talm
, Bekasi Keputus memiliki dan/atau bekerjasama tertentu
(Jabodeta an dengan pihak lain yang mampu Rp Promes
bek) berlaku menyediakan fasilitas 5.000.000 F“E;‘;ﬂ;’u‘:
dalam pemeliharaan kendaraan per izin; i
. Gubernur jangka bermotor, bermeterai, dan secara ”“:‘
untuk walktu ditandatangsni pimpinan 2) lzin paling lama
wilayah selama 5 | perusahaan Angkutan v ;’:‘“"
operasiny {lima) 2)Surat perjanjian antara pemilik Pariwisata :"‘ ngan
T elakukan
a tahun kendaraan atau anggota koperasi|  Rp
melampau| dengan Perusahaan Angkutan 5.000.000 :‘a"“"‘_";:i
i1 (satu) b, Kartu Usmnum yang berbentuk badan per izin. L Sy
daerah pengawa |  hulum Koperasi; Jm penwebinan
Kabupate san 3) Surat persetujuan b, Penerbitar)
n/Kota berlaku penyelenggaraan angkutan orang|  Kartu
dalam 1 dalam dalam trayek; Pengawas
fsatu] jangka 4) Surat rekomendasi dari an
daerah waktu Gubernur
Provinsi selama 1 5)Salinan STNK; 1) Bus/
(satu) ) Salinan SRUT {untuk kendaraafl ~ Kendaraa
tahun baru) n
d. Bupati/ per 7) Salinan bukti lulus uji berkala |  penumpan|
Walikota kendaraa funtuk kendarsan bukan baru g dengan
yang o 8) Foto kendaraan yang akan dibe{  kapasitas
wilayah zin <9 orang
operasin selain
y taksi Rp.
berada 100.000
dalam per kartu;
daerah
Kabupat
en/Kota
2) Bus/
Kendaraa
n
g dengan

www.peraturan.go.id
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PEJABAT
RTANG X TR WAKTU MASA

MELAKUKAN
wo YANG sossmna|| BEWANDA | e | i PERSYARATAN .::;‘ Prosedur
PERSYARATAN

EVALUAST

Persyaratan Tekmis

1) Memiliki dan/atau menguasai
tempat penyimpanan kendaraan
yang memenuhi persyaratan
teknis dan mampu menampung
sesuni jumlah kendaraan yang
dimiliki dan dibuktikan dengan
surat keterangan dari Pemerintah|
Daerah setempat yang
menyatakan huasnya mampu
menyimpan kendaraan sesuai
dengan jumlah kendaraan yang
dimiliki

2) Menyediakan fasilitas

haraan kendaraan

yang dibuktikan dengan|
dokumen kepemilikan atau
bekerjasama dengan pihak lain

3) Kesesuaian dengan perencanaan
kebutuhan kendaraan (kuota)
yang ditetapkan oleh Ditjen
Hubdat

4) Menyusun Rencana bisnis
(business plan) Perusahaan
Angkutan Umum yang
dituangkan dalam bentuk
dokumen

5) Menyiapkan dokumen Sistem
Manajemen Keselamatan paling
lama 3 (tigal bulan sejak izin
penyelenggaraan anglkutan crang
diberikan

PEJABAT
RTANG X TR WAKTU MASA

MELAKUKAN
wo YANG sossmna|| BEWANDA | e | i PERSYARATAN .::;‘ Prosedur

PERSYARATAN EVALUAS

d. Pembahan:an Masa Beriaku Izin

Surat permohanan pembahruan

masa berlaku izin;

Salinan Surat Keputusan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Tidak

Dalam Trayek;

Salinan STNK yang masih

berlalas;

Salinan Bukti Lulus Uji Berkala

vang masih berlaku;

Laporan Pelayanan Angkutan
rang Tidak Dalam Trayek;

Dokumen Sistem Manajemen

Keselamatan

]

2

. Pembahanuan Masa Beriaku
Kartu Pengawasan

1) Surat permohonan pembahruan
masa berlaku kartu pengawasan
Salinan Surat Keputusan lzin
Penyelenggaraan Angkutan Tidak
Dalam Trayek;

3) Salinan STNK yang masih

rlala;
Salinan Bukti Lulus Uji Berkala
yang masih berlaku
Foto kendaraan yang akan diberi
izin

)

Permohonan Penambahan
Kendaraan

1) Surat permohonan penambahan
kendaraan;

Salinan Surat Keputusan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Tidak
Dalam Trayek;

Laporan Pelayanan Angkutan
Orang Tidak Dalam Trayek;
Surat persetujuan penambahan
kendaraan angkutan orang tidak
dalam trayek:

=

2

www.peraturan.go.id
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PEJABAT

PERSYARATAN

BIAYA
(®p)

PEJABAT YANG
MELAKUKAN

WAKTU

PERSYARATAN

EVALUAST

5) Surat rekomendasi dari
Gubernur

Salinan STNK:

Salinan SRUT (untuk kendaraan

skti lulus uji berkala
{untuk kendaraan bukan baru)

9) Foto kendaraan yang akan diberi

izin.

¥ Permohonan Penggantian
Dokumen Perizinan Yang Hilang
dan Rusak

1) Surat permohonan penggantian
dokumen yang hilang atau rusak
2) Salinan Surat Keputusan lzin
Penyelenggaraan Angkutan Tidak
Dalam Trayek;
Surat dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk
dokumen yang hilang dan bukti
pengumuman terhadap dokumen
yang hilang di media massa;
Melampirkan bukti dokumen
vang rusak.

9

h. Permohonan Perubahan
Identitas Perusahaan

1) Surat permohonan perubshan

identitas perusahaan;

Akta perubahan badan hokum

vang telah mendapatkan
pengesahan dani menteni Hulaum
dan HAM.

3) Salinan Surat Keputusan lzin
Penyelenggaraan ANgkutan Tidak
Dalam Trayek

4) Surat keterangan domisili yang
dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang

PEJABAT

PERSYARATAN

BIAYA
(®p)

PEJABAT YANG

WAKTU

PERSYARATAN

EVALUAST

5] Surat pemnyataan kesanggupan
memenuhi kewajiba sebagai
pemegang izin penyelenggaraan
angkutan tidak dalam trayek;

6) Salinan STNK;

7) Salinan bukti lulus uji yang
masih berlaku

8) Foto kendaraan yang akan diberi
izin.

T Permohonan Penggantian/
Peremajaan Kendarsan

1) Surat permohonan penggantian
peremajaan kendaraan;

2) Salinan Surat Keputusan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Tidak
Dalam Trayek

3) Salinan STNK yang masih
berlaku;

4) Salinan bukti lulus uji yang
masih berlaku [untuk kendaraan
bukan baru);

5) Salinan SRUT untuk kendaraan
barw;

6) Kartu pengawasan ali kendaraan
vang diganti

7) Foto kendaraan pengga
akan diberi izin

ng

J Surat permohonan pembukaan
cabang perusahaan;

Persyaratan Administrasi

1) Akta pendirian dan atau
perubahan terakhir;

2)Bukti pengesahan sebagai badan
hukum dari Kemenkum Ham;

3)Surat keterangan domisili yang
dikeluarkan oleh pejabat
berwenang,

4)Surat

www.peraturan.go.id
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PEJABAT YANG

WAKTU MASA
YANG WAKTU MASA PERSYARATAN ,-A'Y.’A MELAKUKAN d
1ZI% PERSYARATAN
untuk memenuhi sefuruh
kewajiban sebagai pemegang izin
penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek,
bermaterai, dan ditandatangani
pimpinan perusahaan;

EVALUAST

5)Surat perjanjian antara pemilik
kendaraan atau anggota koperasi
dengan Perusahaan Angkutan
Umum yang berbentuk badan
hukum Koperasi;

6) Surat persetujuan
penyelenggaraan angkutan orang
dalam trayek;

7)Surat rekomendasi dari
Gubernur

8)Salinan STNK;

9)Salinan SRUT (untuk kendaraan

baru)
10} Salinan bukti lulus uji berkala
funtuk kendaraan bukan baru
11) Foto kendaraan yang akan
diberi ixin.

Persyaratan Teknis

1) Memiliki dan/atau menguasai
tempat penyimpanan kendaraan
yang memenuhi persyaratan
teknis dan mampu menampung
sesuni jumlah kendaraan yang
dimiliki dan dibuktikan dengan
surat keterangan dari Pemerintah|
Dacrah setempat yang
menyatakan luasnya mampu
menyimpan kendaraan sesuai
dengan jumlah kendaraan yang
dimiliki;

2) Menyediakan fas pemeliharaan
kend (bengkel) ve dg

s PEJABAT YANG
Ya¥G WAKTU MASA BIAYA MELAKUKAN MARES BARA
wo YANG Al l;m.m rrosxs | meszaxv PERSYARATAN (Rp.) Prosedur
mcaw i | TA-NGANI
e PERSYARATAN
Gok kepemilikan atau
bekerjasama dg pihak lain
3) Kesesuaian dengan perencanaan
kebutuhan kendaraan (kuota)
yang ditetapkan oleh Ditjen
Hubdat

i

EVALUAST

4) Menyusun Rencana bisnis
{business plan| Perusahaan
Angkutan Umum yang
dituangkan dalam bentuk
dokumen

5) Menyiapkan dokumen Sistem
Manajemen Keselamatan paling
lama 3 (tigal bulan sejak izin
penyelenggaraan angkutan orang

7 (tujuh) Tetap Kelengkapan Administrasi - a. Personil Yang a. Administrasi |a. melengkapi Darektorat

Kepain
;tE;JJ;:%‘gamn Lembagn | hasikeria | bestakos R e e Memiliki Keahliar| 3 jam kekurangan | Prasarana

- di Bidang Administrasi | Perbubungan

penycberangan atns nama perusahan ‘;j’r‘u:::n“;"“‘;‘:‘; Sengen fida Kepelabuhanan |b. Cek dokumen| 3 harikerja | Darat

Menters n masih ool dan Keselamatan [ 7 hari kegja

a. izin penetapan Perhubung menyeleng ity m" Pelayaran . melengkapi
lokasi an garakan Y & Cek lapangan|  kekurangan
pelabuhan usaha b. Persyaratan Administrasi b. struktural 5 hari kerja dokumen

1y Pelabuhan lainnya: (dilakukan teknis

Penyeberan | 1) Bukti penguasaan hak atas setelah semue|  maksimal 1

b. izin gan tanah dan perairan; persyaratan tahun
pembangunan 2) Dokumen Rencana Umum Tata lengkap)
pelabuhan Ruang Wilayah yang ditetapkan
Penyeberangan untuk daerah tempat pelabuhan d. pelaporan 1
(pelayanan penyeberangan berada: hari kerja
antarprovinsi 3) SK Penetapan Lintas
dan lintas batas| Penyeberangan;
negaral; 4] Surat Permohonan bermaterai

vang didalamnya terdapat

e izin pernyataan kebenaran dan
pengoperasian keabsahan dokumen dan data;
pelabuhan 5) Dokumen rencana umum
Penyeberangan jaringan jalan.

T [== Tembaga
oss

)
2

B
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oss~ EVALUAST

PERIZINAN PEJABAT
BERUSAHA

PEJABAT YANG
WAKTU MASA
YANG WAKTU MASA BIAYA MELAKUKAN
YANG rrosxs | meszaxv PERSYARATAN (Rp.) Prosedur
DILAKSANAKAN
MRLAYGE o= PERSYARATAN

i

Tpelayanan

e ks Pt 1) Rekomendasi dari

paidenr Bupati/Walikota dan Gubernur

terkait keterpaduan lokasi

dengan RTRW Kabupaten/
Kotamadya dan RTRW Provinsi

2) Bukti kesesuaian dengan RIPN;

3) Stud Kelayakan memuat
pertimbangan:

a) aspek teknis
{mempertimbangkan kondisi
grografi, hidrooceanografi,
topografi, bathimetri dan
groteknily;

b) aspek ekonomis dan finansial:

4) Peta lokasi dan titik koordinat
geografi dari areal yang akan
ditetapkan scbagai pelabuhan
penyeberangan dan dilengkapi
dengan Nama lokasi dan letak
wilayah administrasi pelabuhan;

c. Persyaratan Teknis:

Pembangunan
1) Masterplan/ Rencana Induk
Prmbangunan Pelabuhan;
Kajian teknis prakiraan
permintaan jasa angkutan
penyeberangan dan prakiraan
kebutuhan fasilitas pelabuhan
penyeberangan
Pentahapan waktu
pelaksanaan pembangunan
dan Rencana Anggaran Biaya
1

2

(RABY;

Kajian terhadap Dampak Lalu
Lintas yang dituangkan dalam
Dokumen Andalalin:
Pemenuhan standar
lingkungan dari Lembaga yang
bertanggung jowab dibidang
Lingkungan Hidup;

Gambar teknis dilengkapi
dengan spesifikasi teknisnya;
Hasil kajian terhadap batas-

3

5

6}

s At PEJABAT YANG o —an
Ya¥G X WAKTU MASA BIAYA MELAKUKAN »
YANG MENANDA PROSES BERLAKU PERSYARATAN (Rp.) Prosedur
moanmn | TA-NGANI

s PERSYARATAN

batas DLKr dan DLKp

Pelabuhan;

Peta yang dilengkapi dengan

batas-batas DLKr dan DLKp

Pelabuhan Penyeberangan

Hasil studi keselamatan

pelayaran mengenai rencana

penempatan SBNP, Alur

Pelayaran dan Kolam

Pelabuhan;

10) Salinan keputusan
pelaksanaan pembangunan;

11) Berita acara selesainya
pekerjaan pembangunan;

12) Bukti ketersedioan fasilitas
untuk menjamin kelancaran
arus penumpang dan
kendaraan beserta muatannya;

13) Berita Acara Uji Coba Sandar
Kapal:

14) Buks ketersediaan pelaksana
kegiatan pelabuhan
penyeberangan dinyatakan
dengan SK pembentukan dan
Struktur Organisasi pelaksana;

15) Bukt ketersediaan memiliki
sistem dan prosedur pelayanan
pelabuhan penyeberangan

16) Bukti ketersedinan sumber
daya manusia bidang teknis
pengoperasian pelabuhan
penyeberangan yang memiliki
pengetahuan di bidang
pelabuhan penyeberangan

17) Bukti ketersediaan sistem
pengelolaan lingkungan

18) Bukt ketersediaan jalan akses

EVALUAST

Bj

)

=n Tembagn | Pemerintah | 7 (tujab] | Tetap & Telah terdaftar dalam sistem OSS| 2. Admuinistras; | Total Pemerntah Terlampir

Usaha/Kegiatan oss Daerah hari kerja | berlaku dan memiliki NIB dengan Akta 1 jam pemenubhan Daerah

Anglautan Sungai Provinsi sclama Perusahaan yang didirikan checklist 6 Provinsi

dan Danau dan/atau perusahaa khusus di bidang angkutan b. Cek dokumen| (enam) bulan | dan/atau
Pemerintah n masih sungai danau di bidang. 2 hari kerja Pemerintah

Daerah b. a Daerah

www.peraturan.go.id
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NO PERSYARATAN Prosedur
BERLAKU (Rp.)
ez vl DAN KOMITMEN
EVALUASIL
Tamnya = Cek lapangan| kekurangan | Kabupaten
1) Pemyataan Kesanggupan paling lama 5|  Administrasi | Kota
2) Serifikasi Pengawakan {limal hari 3 hari kerja
3) Memilski personil yang mex
keahlian di bidang angkutan melengkapi
sungai dan danau (awak kapal an
administrasi
semuai maksimal 6
d. Pelaporan 4 | bulan
jom c. Jika pemohon
tidak bisa
memenuhi
persyaratan
di atas, maka
pemohon
harus
mengajukan
permohanan
ulsng
IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PEJABAT YANG
LEMBAGA YANG PEJABAT YANG MASBA WAKTU
no | BERUSAHAYANG | o ppceruanxan | mExawpaTancant | WAKTU | gppiay | persvararan TR MELAWRIAN AR
- N ey PROSES 5 ®p.) VERIFIKAST
MELALUI 085" PERSYARATAN
T. an Kementerian Direkur Jemderal | 7 () 3. Persyaratan = Persomil yans 30 fima Dircktora Terampir
& Per Perhubungan Da Badan Usaha memiliki pulth) kerja | Anglutan Dan
angkutan atas nama Dircktur dengan ketentuan keahlian di Multimoda
sungai dan Angk an mor bidang
danau lintas Multimoda Induk Berusaha angkutan
antar propinsi NIB| sungai dan
dan/atau antar b. Surat izin usaha danau
Ne angiatan
penyeberangan; b. Struktural
c. Persetujuan
pendahuluan
pengadaan kapal c. Penetapan
sesuai dengan SK 4 [empat)
daersh operasi hari keria
AN o | 1MEscawans | reaamarvawe | Lo | seasa it e wanTy —
NO DILAESANAKAN e s “-"M‘ PERSYARATAN vm:“mam c =T FPENGAWABAN PROSEDUR
MELALUI 086" PERSYARATAN EVALUAST
g badan sahn
yang belum
d.
persyaratan
kelaildautar
karal vang
permanen atau
e
La
. Spesifikasi teknis
kapal yang akan
dinperasikan dan
pemenuhan
standar
pelayanan
minimal angkutan
surgai dan
dara; dan
a2 b s
tal
3. | Persctupaan Tembags OS5 | Lembaga 0S5 7 Tetap Pereyaratan Badan 3 Tirektarat Terlampir
nenyelenggiaan atas nama Mentesi | hari k berlaku | Usaha, deagan Prasarana
terminal barang fungan ketentuan memiliki n
Kosmor Induk sccara lengkap
untuk Berusaha (NIH)
kepentingan Kelengkapan
sen administrasi :
memiliki Nomor
Incuk Berusaha §
B F
Persyaratan
ministrasi lain ;
a. Surat
permohonan vang
Gidalammya
terdapat
pernyataan i
kebenasan dan 1
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T
q
1
i
vany
bertanggungawab E
n i
\
t
4
memadai
b.  proposal :
Terminal ‘
kepenting )
sendiri (F5 da
RTRW) "
c. berita acara
hasil :
peninjauan
Inkasi oleh tim ]
d
e giungan
2 diterbitican
pejabat
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Vang berwenan 7

transpartasi

Persctujuan = 7 frugun) Threktarat
pengoperas Per hari kerja whutan Dan
ltimoda
angkutan
kapal an
nan
b. Perpanjan | d. Struktura tan
ra Online
pad
Direlktorat
Jenderal
Perhubunga

t
operasi bag
badan usaha
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DRI LEMEAGA YANG | PEJABAT yANG MASA ERSART e WAKTU
NO JRCHRNSIS EAR: MENGELUARKAN | MENANDATANGANI WARYY BERLAK PERSYARATAN R SEREARXIE A VERIFIKASI O
m % ZIN PROSES v (Rp.) VERIFIKASI DAN
rersyaratan | ONT
d. Surat atan tahun
dokumen
persyaratan c. Perpanijan
kelaiklautan
kapal yang pengopera
permanen atau | sian
sementara; (sementard
e s VAng ) Rp.
dilayani; 5.000.000
£ Spesifikasi per
teknis kapal sertifikat
vyang akan per kapal
dioperasikan
% Pemenuhan
standar
pelayanan
minimal
angkutan
penyeberangan;
dan
h. Bukti
kepemilikan
kapal (Grosse
% | Persctujuan Kementerian Dircktur Jenderal 7 (tumh) | 2 idua | = 3.800000,- |c. Staf Kelenmkapan Dirckiorat Laha | Teriampir
hasil analisis Perhubungan | Perhubungan Darat | hari kesjs | Tahun tper fungsional Dokumen 7 Pilihan Lintas
dampak lalu (iika dengan ketentuan | dokumen) umum vang | ttuiub) hari Apabila Perhubungan
lintas tidak memiliki Nomar mempunyai | keria TIDAK ADA | Darat
{Andalalin) melakuka | Induk Berusaha kemampuan CHECKLIST
n NIB) untuk menilai /KOMITME
pembang | b. Andalalin hasil Analisis | a.Pembahasan | N waktu
unan diajukan sebagai Dampak Lalu | Dokumen 1 | verifikasi 15
sciak persyaratan Lintas: dan {satu) hari | hari keria
dikeluark |  untuk kerja sudah tesbit
an surat mendapatkan lzin surat
rekomen | Mendirikan b.Perbaikan rekomendas
dasi) Bangunan (IMB) Dokumen 14 | i
c. Surat {empat belas)
permohonan Hari Kesja | Apabila ADA
persetuiuan CHECKLIST/
NDALALIN dari KOMITMEN
pembangun /peng paling lama
embarg; dan 6 bulan atau
d. Dokumen hasil 3 bulan
DRI LEMEAGA YANG | PEJABAT yANG MASA ERSART e WAKTU
NO JRCHRNSIS EAR: MENGELUARKAN | MENANDAT! WARYY BERLAK PERSYARATAN R SEREARXIE A VERIFIKASI O
m % ZIN PROSES v (Rp.) VERIFIKASI DAN
rersyaratan | ONT
Iahs lintas. Sesuai
dengan ketentuan 1
vang ditetapkan hari keria,
cich Permenhub peny
surat
2 hari keria
yang
tatalnya 3
hari keria
3. | Penmoperasian | Kementerian Direktur Jenderal 7(tuuh) |a Surat [a Persyaratan [ Anskutan | o Persond yana | 7 ftwjub) han = Direktorat Peraturan
angkutan Perhubungan | Perhubungan Darat | harikerjn [ Keputu |  Badan Usaha, barang memiliki kerja Angkutandan | Menteri
barang khusus sanlzn |  dengan ketentuan | khusus keahlian di Multimoda Perhubungan
Operas | memiliki Nomor | berbahaya |  bidang Nomor PM 23
a. Angkutan ional Induk Berusaha | Rp angkutan g Tahun 2018
barang berlaku | (NIB) 5.000.000: barang; gy tentang
khusus sepanj el Layanan
berbahaya: ang b, Efektif setelah 2. Angkutan | b.Jabatan g'u"“‘;'l’:““";‘" Perizinan
perusa |  PNBP dibayarkan | barang Struktural D Angkutan
b. Angkutan haan khusus = % Secara Online
menial |c. lzin Baru tidak sy eating 2 da
Kkhusus tidak ankan berbahay (chaa) tabuny Direktorat
berbahaya usahan | 1) persyaratan a vang Jenderal
yang » administrasi lain; | memeriu Perhubungan
memertukan al kan Proses Darat
sarana b. Kartu sarana pengawasan izin
Kkhusus untuk pengaw Kkhusus dilakulkan secara
mengangkut asan bi untuk berkala paling
alat berat diberik mengang, lama 1 (satu}
an kut alat tahun sekali
berlaku | <l berat dengan
1 {satu) Rp Melakukan
tahun 1.000.00 manitoring dan
0. evaluasi
3. Penerbita
n Kartu
Pengawas
4 an
standar
lingkungan | a. Konfisur
oich ESDM asi

www.peraturan.go.id
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LEMBAGA YANG
MENGELUARKAN

PEJABAT YANG
MENANDATANGANI
ZIN

WAKTU

BERLAK PERSYARATAN

PEJABAT YANG
MELAKUKAN

VERIFIKASI
PERSYARATAN

WAKTU

EVALUAST

funtuk

angiutan

barang

berbahayal
at

permohonan
yang
didalamnya

keabsahan
dokumen &
data di atas

kertas
bermaterai Rp
6.000

pernyataan
kesanggupan
menjalankan
kewajiban
pemegang iz
penyelenggara
anangkutan
alat berat
atau barang
berbahava
bermaterai Rp
000:

&

pernyataan
kesanggupan
untuk
melaporkan
kegiatan
pengangkutan
alat berat
atau barang
berbahaya
bermat
6.000:

Rp

sy
1.2 Rp.
100.000;

d. Konfigur
asi
sumbu
11.2 Rp.
125.000;

e. Konfigur

Rp.
150.000;

Konfigur

& Konfigur

asi

LEMBAGA YANG
MENGELUARKAN

PEJABAT YANG
MENANDATANGANI

WAKTU

BERLAK PERSYARATAN

BIAYA
®p.)

PEJABAT YANG

VERIFI!
PERSYARATAN

WAKTU

EVALUAST

2) persyaratan
teknis

Iulus penguiian
berkala yang

=

memenuhi
registrasi untuk

Kepolisian
c dokumentasi
kendaraan 3
dimensi
Kompetensi
pengemudi yang
dikeluarkan
oleh lembaga

Manaiemen
Kesclamatan
paling lama
ftiza) bulan
sejak izin
diberikan

4. Pembaruan Masa
Berlaku Kart:
Pengawasan

Rp.
150.000;

h. Konfigur

Rp.
150.000;
Konfigur

bu

1
Rp.
150.000;

Konfigur
asi

Rp.
150.000;
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FERIZINAN PEJABAT YANG
LEMBAGA YANG |  PEJABAT YANG Masa WAKTU
BERUBAHA YANG WAKTU BIAYA MELAKUHAN MASA
RO | DILAREAWARAN e o PRosgs | SERLAK PERSYARATAN = TR vemrrmam | o0 | PEwcawasaw | pmosEDuR
MELALIL D85~ DaN
PERSYARATAN EVALUAST
w
dibulktilear
2 b
FERIZINAN PEJABAT YANG
LEMBAGA YANG |  PEJABAT YANG Masa WAKTU
BERUBAHA YANG WAKTU BIAYA MELAKUHAN MASA
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FERIZINAN PEJABAT YANG
LEMEAGA YANG | PEJABAT YANG MAsA WAKTU
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KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BIDANG DARAT

NO

KBLI

PERIZINAN BERUSAHA
YANG DILAKSANAKAN
MELALUI OS5

JENIS IZIN

UNIT KERJA YANG
BERTANGGUNGJAWAB

KETERANGAN

Pelabuhan Sungai dan Danau
52222

Aktivitas Pelayanan
Kepelabuhanan Sungai Dan
Danau

Izin
Pelabuhan
Danau

Penyelenggaraan
Sungai dan

Izin Usaha

Direktorat Prasarana
Perhubungan Darat

Izin yang diberikan dalam
rangka penyelenggaraan
pelabuhan sungai dan danau
yang terdiri atas:

F

Izin Pembangunan Pelabuhan

Sungai dan Danau;

b. Izin penetapan lokasi
pelabuhan sungai danau; dan

. Izin pengoperasian pelabuhan

sungai dan danau.

0

Izin yang menjelaskan lokasi
pelabuhan serta titik koordinat
geografis.

Pelabuhan Penyeberangan
52223

Aktivitas Pelayanan
Kepelabuhanan Penyeberangan

Izin Penyelenggaraan
Pelabuhan Penyeberangan

Izin Usaha

Direktorat Prasarana
Perhubungan Darat

Izin yang diberikan dalam
rangka penyelenggaraan
pelabuhan penyeberangan yang
terdiri atas:

NO

KBLI

PERIZINAN BERUSAHA
YANG DILAKSANAKAN
MELALUI OSS

JENIS IZIN

UNIT KERJA YANG
BERTANGGUNGJAWAB

KETERANGAN

a. Izin penetapan lokasi
pelabuhan penyeberangan
(pelayanan antarprovinsi dan
lintas batas negara);

. Izin pembangunan pelabuhan
Penyeberangan (pelayanan
antarprovinsi dan  lintas
batas negara);

c. Izin pengoperasian pelabuhan
Penyeberangan [pelayanan
antarprovinsi dan  lintas
batas negara).

o

Izin yang menjelaskan lokasi
pelabuhan serta titik koordinat
geografis.

Angkutan Orang
2

49
Angkutan Bus
dan

494
Angkutan Darat Bukan Bus

Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang

Izin Usaha

Direktorat
Multimoda

Angkutan dan

Izin yang diberikan dalam
rangka penyelenggaraan
angkutan orang yang terdiri
atas:

a. lzin
Anglkutan
Trayek; dan

b. Izin
Angkutan

Penyelenggaraan
Orang Dalam

Penyelenggaraan
Tidak Dalam
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NO KBLI PERIZINAN BERUSAHA JENIS IZIN UNIT KERJA YANG KETERANGAN
YANG DILAKSANAKAN BERTANGGUNGJAWAB
MELALUI 0S8
Trayek;
Izin yang menjelaskan identitas
perusahaan, jenis pelayanan
angkutan, daftar kendaraan
yang beroperasional.

4. | Angkutan Sungai dan Danau Izin Usaha  Angkutan | [zin Usaha Direktorat Angkutan dan |Izin yang menjelaskan identitas
50211 Sungai dan Danau Multimoda perusahaan serta jenis
Angkutan Sungai dan Danau pelayanan angkutan sungai dan
Liner (Trayek Tetap dan danau.

Teratur) Untuk Penumpang

5. | Angkutan Sungai dan Danau | Persetujuan Pengoperasian | Izin Direktorat Angkutan dan | Persetujuan diberikan untuk
Untuk Kepentingan Sendiri Angkutan  Sungai dan | Komersial Multimoda menjamin keamanan dan
50213 Danau lintas antarpropinsi | atau keselamatan Pengoperasian
Angkutan Sungai Dan Danau | dan/atau antar negara Operasional Angkutan Sungai dan Danau
Untuk Wisata dan YBDI lintas antarpropinsi dan/atau

antar Negara

6. | Terminal Angkutan Barang Persetujuan Izin Direktorat Prasarana | Persetujuan yang diberikan

Penyelenggaraan Terminal | Komersial Perhubungan Darat untuk menyelenggarakan
a. Untuk Kepentingan Sendiri Barang Untuk Kepentingan | atau Terminal Barang Untuk
b. Untuk kepentingan umum Sendiri Operasional Kepentingan  Sendi yang
meliputi kegiatan:
522 a. pembangunan sarana dan
aktivitas penunjang angkutan prasarana Terminal Barang
Kepentingan Sendiri sesuai
52211 dengan komoditasnya;
Aktivitas Terminal Darat b. pengoperasian Terminal
NO KBLI PERIZINAN BERUSAHA JENIS IZIN UNIT KERJA YANG KETERANGAN
YANG DILAKSANAKAN BERTANGGUNGJAWAB
MELALUI 0S8
Barang Kepentingan Sendiri
secara mandiri;
c. pengembangan sarana dan
prasarana Terminal Barang
Kepentingan Sendiri;
Persetujuan Penyelenggaraan
Terminal Barang Untuk
Kepentingan Sendiri
menjelaskan identitas
perusahaan yang
menyelenggarakan dan
kewajiban perusahaan tersebut.

7. | Kapal Angkutan Penyeberangan | Persetujuan Pengoperasian | Izin Direktorat Angkutan dan | Persetujuan yang diberikan
50214 Kapal Angkutan | Komersial Multimoda kepada Badan Usaha Angkutan
Angkutan Penyek £ Penyeberangan atau Penyeberangan untuk
Antarprovinsi Untuk Operasional mengoperasikan  kapal pada
Penumpang lintas yang telah ditetapkan.

8. | Analisis Dampak Lalu Lintas Persetujuan Hasil Analisis | Izin Direktorat Lalu Lintas | Persetujuan yang  diberikan
71209 Dampak Lalu Lintas Komersial Perhubungan Darat kepada
Analisis Dan Uji Teknis atau pengembang/pembangun
Lainnya Operasional mengenai dampak lalu lintas

dari pembangunan pusat
kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur  yang hasilnya
dituangkan  dalam bentuk

dokumen hasil analisis dampak
lalu lintas.
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NO KBLI PERIZINAN BERUSAHA JENIS IZIN UNIT KERJA YANG KETERANGAN
YANG DILAKSANAKAN BERTANGGUNGJAWAB
MELALUI OSS

9. [ Angkutan Barang Khusus Pengoperasian  Angkutan | Izin Direktorat Angkutan dan | Izin yang menjelaskan identitas
49432 Barang Khusus Komersial Multimoda perusahaan, jenis pelayanan
Angkutan Bermotor Untuk |Izin atau angkutan, daftar kendaraan
Barang Khusus Operasional yang beroperasional.
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